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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara kepastian hukum dan 
ketidakpastian klaim dalam perlindungan konsumen pada industri asuransi di Indonesia. 
Permasalahan utama terletak pada kompleksitas polis, ketimpangan informasi, serta dominasi 
interpretasi perusahaan yang berpotensi merugikan konsumen. Penelitian menggunakan 
pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur terhadap jurnal ilmiah, buku akademik, 
dan dokumen kebijakan, dengan teknik analisis content analysis untuk mengidentifikasi pola 
permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian klaim merupakan faktor 
utama yang menyebabkan rendahnya kepercayaan publik, ditandai dengan keterlambatan 
dan penolakan klaim yang tidak transparan. Selain itu, klausul baku yang kompleks 
memperkuat ketimpangan posisi antara konsumen dan perusahaan asuransi. Penelitian ini 
menemukan bahwa implementasi Service Level Agreement (SLA) dapat menjadi solusi 
strategis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian waktu proses klaim. 
Dengan demikian, perlindungan konsumen memerlukan pendekatan integratif melalui 
penguatan regulasi, literasi konsumen, serta reformasi tata kelola industri untuk menciptakan 
sistem asuransi yang adil dan berkelanjutan. 
 
Kata Kunci: perlindungan konsumen; asuransi; ketidakpastian klaim; SLA; kepastian hukum 

Abstract 
This study aims to analyze the gap between legal certainty and claim uncertainty in consumer 
protection within the insurance industry in Indonesia. The main issues arise from policy 
complexity, information asymmetry, and the dominance of insurers’ interpretation, which 
potentially disadvantages consumers. This research employs a descriptive qualitative approach 
through literature review of academic journals, books, and policy documents, using content 
analysis to identify key problem patterns. The findings reveal that claim uncertainty is the 
primary factor contributing to low public trust, as reflected in delays and non-transparent claim 
rejections. Furthermore, complex standard clauses exacerbate the imbalance between 
consumers and insurance companies. The study identifies the implementation of Service Level 
Agreement (SLA) as a strategic solution to enhance transparency, accountability, and timeliness 
in claim processes. Therefore, consumer protection requires an integrative approach involving 
regulatory strengthening, consumer literacy improvement, and governance reform to establish 
a fair and sustainable insurance system. 
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PENDAHULUAN  

Industri asuransi merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan 
modern yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap risiko ekonomi 
Masyarakat (Rahma et al., 2025; Fadillah & Kurniawati, 2025). Dalam konteks ini, 
keberadaan asuransi tidak hanya berperan sebagai instrumen mitigasi risiko, tetapi 
juga sebagai mekanisme distribusi kerugian yang berkeadilan (Purwaningsih & Catur, 
2025; Alfian et al., 2025). Namun demikian, hubungan antara perusahaan asuransi dan 
konsumen seringkali diwarnai oleh ketimpangan informasi dan kompleksitas produk, 
yang berpotensi merugikan konsumen (Hidayah, 2024; Alya & Sativa, 2025; Roesnia 
et al., 2025). Kondisi ini menegaskan pentingnya perlindungan konsumen dalam 
industri asuransi sebagai bagian dari upaya menciptakan kepercayaan publik dan 
stabilitas sektor keuangan (Tarmum & Marlyna, 2023; Nurainiyah et al., 2024) 

Secara normatif, perlindungan konsumen asuransi di Indonesia telah diatur 
dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang 
Perasuransian (Subagiyo & Salviana, 2016; Anisa et al., 2023). Regulasi tersebut 
menegaskan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan 
jujur, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam transaksi jasa 
keuangan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengeluarkan berbagai 
kebijakan untuk memperkuat perlindungan konsumen, termasuk prinsip transparansi 
dan keadilan dalam penyusunan polis asuransi (Putra & Kurniawan, 2025; Ulhaq, 
2025; OJK, 2023). Meskipun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum 
sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum bagi konsumen dalam praktiknya. 

Permasalahan utama dalam perlindungan konsumen asuransi terletak pada 
ketidakpastian dalam proses klaim (Pasaribu & Siallagan, 2025). Banyak kasus 
menunjukkan bahwa konsumen mengalami kesulitan dalam mengajukan klaim, baik 
karena adanya klausul polis yang tidak dipahami secara menyeluruh maupun karena 
interpretasi sepihak dari perusahaan Asuransi (Harahap & Sativa, 2025; Aurelia & 
Susanti, 2025). Penelitian oleh Febriyanti et al., 2025 menunjukkan bahwa sebagian 
besar sengketa asuransi di Indonesia berkaitan dengan penolakan klaim yang 
dianggap tidak sesuai dengan ketentuan polis. Hal ini menunjukkan adanya 
kesenjangan antara hak normatif konsumen dan implementasi tanggung jawab 
perusahaan asuransi. 

Ketidakpastian klaim juga dipengaruhi oleh adanya klausul baku dalam polis 
asuransi yang seringkali disusun secara kompleks dan sulit dipahami oleh konsumen 
(Rambe & Sekarayu, 2022). Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, klausul 
baku yang merugikan konsumen seharusnya dapat dibatalkan atau dianggap tidak 
berlaku (Lilawati, 2025). Namun dalam praktiknya, konsumen seringkali berada 
dalam posisi yang lemah karena tidak memiliki daya tawar dalam menentukan isi 
perjanjian. Fenomena ini sejalan dengan teori information asymmetry yang 
dikemukakan oleh Akerlof (1970), di mana pelaku usaha memiliki keunggulan 
informasi dibandingkan konsumen, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam 
hubungan kontraktual. 

Selain faktor kontraktual, permasalahan perlindungan konsumen asuransi juga 
berkaitan dengan aspek kelembagaan dan pengawasan (Fadhila et al., 2025). 
Meskipun OJK memiliki kewenangan dalam mengawasi industri jasa keuangan, 
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efektivitas pengawasan terhadap praktik asuransi masih menghadapi berbagai 
tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan kompleksitas produk keuangan. 
Hidayah, (2024) menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam sektor digital 
dan jasa keuangan masih menghadapi kendala dalam implementasi regulasi, terutama 
dalam hal transparansi dan keamanan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa 
penguatan kelembagaan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas 
perlindungan konsumen. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan 
konsumen asuransi di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan antara 
kepastian hukum dan ketidakpastian klaim. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak 
pada pendekatan integratif yang menggabungkan analisis hukum, ekonomi, dan 
digitalisasi dalam melihat perlindungan konsumen asuransi secara komprehensif. 
Penelitian ini menekankan bahwa upaya perlindungan konsumen tidak hanya 
memerlukan penguatan regulasi, tetapi juga peningkatan transparansi, literasi 
konsumen, serta reformasi mekanisme klaim yang lebih adil dan akuntabel. Dengan 
demikian, perlindungan konsumen asuransi tidak hanya menjadi kewajiban hukum, 
tetapi juga prasyarat utama dalam membangun kepercayaan dan keberlanjutan 
industri asuransi di Indonesia. 
 
METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus 
pada analisis perlindungan konsumen dalam industri asuransi di Indonesia, 
khususnya terkait kesenjangan antara kepastian hukum dan ketidakpastian klaim. 
Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena secara mendalam melalui 
interpretasi terhadap data sekunder yang bersifat kompleks dan kontekstual (Creswell 
& Creswell, 2018). Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan konseptual untuk 
menelaah hubungan antara regulasi, praktik bisnis asuransi, serta perlindungan hak 
konsumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (library 
research) terhadap jurnal ilmiah bereputasi, buku akademik, serta dokumen kebijakan 
dari lembaga resmi seperti OJK. Metode studi literatur digunakan karena efektif 
dalam mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan penelitian dalam suatu bidang 
kajian (Snyder, 2019). Dengan demikian, penelitian ini mengandalkan data sekunder 
yang valid dan terverifikasi untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai 
perlindungan konsumen asuransi. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teknik 
content analysis untuk mengidentifikasi pola permasalahan, seperti ketidakjelasan 
klausul polis, penolakan klaim, serta lemahnya transparansi informasi. Teknik ini 
memungkinkan peneliti untuk menafsirkan data secara sistematis melalui proses 
kategorisasi dan interpretasi makna (Elo & Kyngäs, 2008). Selanjutnya, analisis 
diarahkan untuk mengkaji kesenjangan antara hak konsumen dan tanggung jawab 
perusahaan asuransi, serta merumuskan strategi perlindungan konsumen yang lebih 
berkeadilan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan 
membandingkan berbagai literatur dan hasil penelitian sebelumnya guna memastikan 
konsistensi dan kredibilitas temuan (Flick, 2018). Dengan pendekatan ini, penelitian 
diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam dan relevan dalam 
menjawab permasalahan perlindungan konsumen asuransi di Indonesia. 

. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kesenjangan Implementatif: Ketidakpastian Klaim dalam Praktik Asuransi 

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakpastian klaim merupakan problem 
utama dalam perlindungan konsumen asuransi di Indonesia (Kushertin et al., 2024; 
Solichin, 2025), yang mencerminkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik 
implementatif (Pasaribu & Siallagan, 2025). Dalam berbagai kasus, keterlambatan 
bahkan kegagalan pembayaran klaim menjadi fenomena yang meresahkan (Safi’i et 
al. 2024), sehingga bertentangan dengan tujuan utama asuransi sebagai mekanisme 
perlindungan risiko. Studi empiris menunjukkan bahwa banyak klaim tidak 
dibayarkan tepat waktu, yang menandakan adanya ketidakpatuhan perusahaan 
asuransi terhadap kewajiban kontraktualnya (Siregar & Satino, 2024). Kondisi ini 
memperlihatkan bahwa kepastian hukum yang secara normatif telah diatur belum 
sepenuhnya terwujud dalam praktik. 

Ketidakpastian klaim tersebut tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas 
produk asuransi dan penggunaan klausul baku yang seringkali merugikan konsumen 
(Arum & Yusuf, 2024; Roesnia et al., 2024). Dalam praktiknya, polis asuransi disusun 
secara sepihak oleh perusahaan dengan bahasa teknis yang sulit dipahami, sehingga 
konsumen tidak memiliki posisi tawar yang seimbang (Rohmani, 2019; Deviana, 
2022)). Penelitian menunjukkan bahwa klausul standar dalam kontrak asuransi 
seringkali diterapkan secara tidak adil dan berdampak pada kegagalan pembayaran 
klaim (Syaifudin et al., 2019; Santyaningtyas, 2007). Hal ini memperkuat adanya 
ketimpangan struktural dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. 

Selain itu, fenomena penolakan klaim juga menjadi sumber utama sengketa 
dalam industri Asuransi (Sinaga, 2022; Purnomo & Syailendra, 2024). Sengketa klaim 
asuransi, khususnya pada asuransi jiwa, merupakan salah satu bentuk konflik yang 
paling sering terjadi dalam sektor jasa keuangan (Rose, 2025). Dalam banyak kasus, 
penolakan klaim didasarkan pada interpretasi sepihak perusahaan terhadap klausul 
polis, sehingga merugikan konsumen Hasyyati & Triadi, 2025; Pasaribu & Siallagan, 
2025). Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpastian klaim tidak hanya bersifat 
administratif, tetapi juga berkaitan dengan aspek interpretasi hukum kontrak 
(Rahayudin, 2025). 

Kesenjangan antara kepastian hukum dan praktik menunjukkan bahwa 
perlindungan konsumen asuransi masih berada dalam tahap yang belum optimal 
Ansany & Kansil 2024; Noor & Zulkifli, 2025). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan 
sistemik yang tidak hanya berfokus pada regulasi, tetapi juga pada perbaikan tata 
kelola industri dan peningkatan kapasitas konsumen. 
 
Pembayaran Klaim yang Lebih Cepat: sebagai Nilai “Jual” 

Aasuransi memiliki Service Level Agreement (SLA) atau batas waktu pemrosesan 
klaim (Harsoyo & Karlina, 2025; Riyadi, 2022).), yang umumnya tidak melebihi batas 
waktu tertentu (misalnya 3 hingga 14 hari kerja). Selama dokumen pendukung 
lengkap dan data klaim valid, proses pembayaran klaim dapat berjalandengan cepat 
dan efisien (Hafidz et al., 2025). Ketaatan terhadap regulasi dalam pembayaran klaim 
asuransi di Indonesia mampu menjembatani celah yang ada dengan mengkaji 
pengaruh aspek kontraktual serta regulasi dalam menjamin perlindungan konsumen 
(Siregar & Satino, 2024). Pembayaran klaim yang lambat atau penolakan klaim dapat 
berdampak pada reputasi perusahaan (Aslamiyah Nst & Siregar, 2024). Dalam 
perspektif manajemen modern, pembayaran klaim yang cepat tidak hanya berfungsi 
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sebagai kewajiban kontraktual, tetapi juga sebagai value proposition utama dalam 
industri asuransi.  

Salah satu instrumen strategis yang dapat digunakan adalah penerapan Service 
Level Agreement (SLA) dalam proses klaim (Pranata et al., 2025). SLA merupakan 
kesepakatan yang ditetapkan dalam suatu perusahaan sebagai standar mutu layanan 
yang diukur melalui durasi dari tahapan awal hingga akhir (Putransyah, 2024), 
sehingga kecepatan ini mampu mengurangi ketidakpastian klaim yang selama ini 
menjadi sumber utama ketidakpercayaan konsumen. Studi menunjukkan bahwa 
penyebab keterlambatan bahkan penolakan antara lain disebabkan dokumen tidak 
lengkap; klaim tidak termasuk dalam klausula pertanggungan; terlambat atau terlalu 
cepat mengajukan klaim; polis tidak aktif, mati atau lapse Purnomo & Syailendra, 
2024). Dengan adanya SLA, perusahaan memiliki komitmen eksplisit yang dapat 
dievaluasi secara objektif. 

Lebih lanjut, SLA juga memiliki implikasi strategis sebagai nilai “jual” dalam 
persaingan industri Asuransi (Handayani, 2017). Penelitian menunjukkan bahwa SLA 
merupakan instrumen penting untuk menjamin kualitas layanan dan meningkatkan 
kepercayaan pelanggan dalam berbagai sektor layanan (Nicolazzo et al., 2024); 
menjadi bentuk komitmen layanan yang memengaruhi kualitas dan kecepatan 
pelayanan kepada konsumen (Iftiani, 2022). Dalam konteks industri jasa, termasuk 
asuransi, SLA tidak hanya menjadi alat pengendalian operasional, tetapi juga 
berperan strategis dalam membangun kepercayaan konsumen melalui kepastian 
waktu dan transparansi layanan. implementasi SLA yang efektif mampu 
meningkatkan persepsi nilai layanan, sehingga menjadi keunggulan kompetitif (value 
proposition) dalam menghadapi persaingan industri (Putransyah, 2024). 

Pada akhirnya, mekanisme klaim berbasis SLA dapat menjadi solusi integratif 
dalam menjawab permasalahan ketidakpastian klaim di Indonesia. Dengan 
menggabungkan standar waktu, transparansi informasi, serta akuntabilitas proses, 
SLA mampu menciptakan sistem klaim yang lebih adil dan terpercaya. Oleh karena 
itu, perusahaan asuransi perlu menjadikan SLA sebagai bagian dari strategi utama 
dalam meningkatkan kualitas layanan, membangun kepercayaan konsumen, dan 
memastikan keberlanjutan bisnis di tengah persaingan industri yang semakin 
kompleks.  

 
SIMPULAN 

Perlindungan konsumen dalam industri asuransi di Indonesia masih 
menghadapi kesenjangan signifikan antara kepastian hukum secara normatif dan 
praktik implementatif, khususnya dalam proses klaim. Meskipun regulasi telah 
mengatur hak konsumen secara jelas, realitas menunjukkan adanya ketidakpastian 
akibat kompleksitas polis, klausul baku yang tidak transparan, serta dominasi 
interpretasi sepihak perusahaan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa 
ketidakpastian klaim menjadi faktor utama rendahnya kepercayaan publik terhadap 
industri asuransi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif yang mencakup 
penguatan regulasi, peningkatan literasi konsumen, serta reformasi tata kelola 
industri. Implementasi SLA terbukti menjadi solusi strategis dalam menciptakan 
kepastian waktu, transparansi, dan akuntabilitas proses klaim. Dengan demikian, 
perlindungan konsumen tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban hukum, tetapi juga 
sebagai instrumen strategis dalam membangun kepercayaan, meningkatkan daya 
saing, dan menjamin keberlanjutan industri asuransi di Indonesia. 
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